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PUTUSAN
Nomor 3134/Pdt.G/2020/PA.Cbn

~7

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir: Bogor, 24 Mei 1986, umur
34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Bogor
(patokan rumah dekat xxxxx), sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat , tempat dan tanggal lahir: Bogor, 27 Juli 1980, umur 40 tahun, Agama
Islam, pekerjaan Supir, pendidikan terakhir SMP, tempat
kediaman semula di Kabupaten Bogor (patokan rumah dekat
XXXxX), sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti baik di
dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;
Duduk Perkara
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24

Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam
register perkara Nomor 3134/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 24 Juli 2020,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2005, Penggugat dengan

Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor
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sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH
tanggal 05 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga,
mengambil tempat kediaman bersama terakhir di kediaman rumah
Penggugat yang beralamatkan di Kampung Bubulak, RT 003 RW 009
Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah
bercampur (ba’'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
a. Anak ke 1 Penggugat, Laki-laki, lahir di Bogor, 20 Juni 2006;
b. Anak ke 2 Penggugat, Laki-laki, lahir di Bogor 08 April 2014;
Saat ini 2 (dua) orang tersebut berada pada pihak Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak Bulan April tahun 2018 kehidupan rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam
rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
a. Bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain yang
diketahui dari handphone Tergugat serta pengakuan dari wanita
tersebut;
b. Bahwa Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah
lahir, hanya sebesar Rp 30.000 perhari, itupun tidak pasti, namun
sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman pada bulan Mei
tahun 2018 sampai saat ini sudah tidak memberikan nafkah lahir
maupun bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa lebih kurang sejak Mei tahun 2018 berturut-turut hingga
sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat
dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim
kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia (Ghoib), sesuai dengan surat keterangan ghoib yang
dikeluarkan oleh Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor,
Nomor: 470/149 — Desa Laladon tanggal 23 Juli 2020;
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6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain
menanyakan keberadaan Tergugat kepada kepada keluarga Tergugat juga
kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara
persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat merupakan warga tidak mampu, berdasarkan
Surat Keterangan Nomor: 465/118 — Desa Laladon tentang Surat
Keterangan Tidak Mampu, yang dikeluarkan oleh Desa Laladon, Kecamatan
Ciomas, Kabupaten Bogor, tanggal 04 Juni 2020;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Cibinong c.q Majelis hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR
1.
Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.
Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (Tergugat ) Terhadap
Penggugat (Penggugat );

3.

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR
Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);
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Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil
melalui pengumuman Radio RKPD dan tidak ternyata ketidakhadirannya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha
mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana
Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ciomas,

Kabupaten Bogor, Nomor AKTA NIKAH Tanggal 05 September 2005,

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat, bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang
saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, menerangkan :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat karenanya saksi

kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
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- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April tahun 2018
mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat
disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan
Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan
Tergugat yang disebabkan adanya perempuan lain ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah
berpisah rumah Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2018
yang disebabkan Tergugat pergi ;
- Bahwa selama pergi keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui
lagi dan Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi
mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi 2, menerangkan :
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Bibi
Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2018 yang
disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat dan Tergugat
memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2
tahun terakhir yang disebabkan Tergugat pergi sampai sekarang;
- Bahwa selama pergi keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui
lagi dan Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi
mendamaikan kedua belah pihak;
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Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para
saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta
memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala
sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam

berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya
adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut
penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita gugatan, Penggugat
mendalilkan sebagai istri dari Tergugat oleh karena itu Penggugat memiliki
hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian
Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa
perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun
2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat
tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup
beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal
ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah
bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa keadaan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak
harmonis, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah
mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah
disebabkan Tergugat pergi, dan selama pergi keberadaan Tergugat sudah tidak
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diketahui lagi dengan jelas dan pasti, oleh karena itu tidak ada harapan lagi
untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya
sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tanggal 04 September 2005
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor alat bukti
tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana
sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang
No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut
harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat
terbukti antara #0046# dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat
perkawinan sejak tanggal 04 September 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan, alat
bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)
Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a
dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dan
secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara
aguo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.2 akan
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 maka terbukti Tergugat

telah tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti di wilayah Negara Republik
Indonesia (gaib) ;
Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat bukan
orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan
keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145
ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat
kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
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Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling
bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan gugatan
Penggugat terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat , dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah
memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171
dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis
menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak

bulan April 2018 yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan

nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan
perempuan lain ;

2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan

Mei 2018 yang disebabkan Tergugat pergi;

3. Bahwa selama pergi Tergugat sudah tidak diketahui lagi

keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia;

4, Bahwa saksi-saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah tidak

sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat
terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan
sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, keduanya sudah
tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut, maka
Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
pecah (broken mariage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun
kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta
kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah
tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana
dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vyaitu
membentuk rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan
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rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan

firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

8353 w3 Jazs el 158t L1531 a8misl 3 &80 315 Ol willé o3

..4044
do0> )9

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang...... "

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor:
379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang
tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,
maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecabh;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan
Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan
dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar menjatuhkan talak satu bain
sughra maka sebagaimana diatur oleh Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam, petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dipanggil dengan resmi
dan patut dan telah dinyatakan tidak pernah hadir di dalam sidang, sedangkan
gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka sesuai dengan Pasal 125 HIR
gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek ;
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi
berdasarkan putusan sela Nomor 3134/Pdt.G/2020/PA.Cbn, tanggal 24
November 2020 Penggugat telah dikabulkan untuk berperkara secara prodeo,
oleh karenanya Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap

Penggugat (Penggugat );

4. MembebaskanPenggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hij.
Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Uu
Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hidayah,
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H. Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.
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Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 0,-
- Biaya Proses ‘Rp 0,-
- Panggilan ‘Rp 0,-
- PNBP Panggilan : Rp 0,-
- Redaksi ‘Rp 0,-
- Meterai :Rp 0.-

Jumlah ‘Rp 0,-

(nol rupiah);
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